
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851j

: 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
65 Tahun 2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran

(Whistle Blowing System) Lingkup Pemerintah Kabupaten

Bombana;

sebagaimanapertimbanganb. bahwa berdasarkan

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

Bombana Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem

Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Lingkup

Pemerintah .Kabupaten Bombana, perlu dilakukan

perubahan dan penyesuaian;

Menimbang

BUPATIBOMBANA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR 65 TAHUN2021 TENTANG

SISTEM PELAPORANPELANGGARAN(WHISTLE BWWING SYSTEM) LINGKUP

PEMERINTAHKABUPATENBOMBANA

TENTANG

PERATURANBUPATIBOMBANA

NOMOR ~ TAHUN 2021

BUPATI BOMBANA
PROVINSISULAWESITENGGARA



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun

2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang

Sistem Penge~dalian Intern Pemerintah (Lembaran Negari

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6677);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 43, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;I.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reforrnasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

lntansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 671);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bombana;

16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;

17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 65 Tahun 2021 tentang

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;/
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7. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat

yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan =:'!

6.Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana yang

selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.

3. Bupati adalah Bupati Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka sehingga

Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65

Tahun 2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle

Blowing System) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana

ditambahkan sebagai berikut:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANBUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG
SISTEM PELAPORANPELANGGARAN(WHISTLE BLOWING

SYSTEM) LINGKUPPEMERINTAHKABUPATENBOMBANA.

MEMUTUSKAN:
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14. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah

pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh

seluruh pegawai dalam menjalankan tugas{

13. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara

Yang Balk adalah pelanggaran terhadap azas-azas

umum pemerintahan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun

2014 ten tang Administrasi Pemerintahan.

12. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara

Negara secara melawan hukum yang menguntungkan

kepentingan keluarganya dan atau kroninya di

atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara

melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau

antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang

merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

10. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara.

9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan,

kode etik, dan/ atau asas-asas pemerintahan yang

baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.
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20. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh

Whistle blower sehubungan dengan adanya

pelanggaran

19.Pelapor (whistle blower} adalah Aparatur Sipil Negara

atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan

pelanggaran.

18.Sistem Pelaporan Pelanggararr/WhistleBlowing System

(WBS)adalah sistem pelaporan yang memungkinkan

setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan

tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Pelapor

Pengungkapan Dugaan Pelanggaran.

17.Pelanggaraan terhadap standar pelayanan adalah

pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

16.Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi

pemerintahan yang berlaku adalah pelanggaran

terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pemyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

15.Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk
kepentingan pribadi darr/atau golongan adalah
tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki

oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi

dan/ atau kepentingan golongan tertentu.

kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi
maupun organisasi.
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a. memberikan keterangan tanpa tekanan;

b. mendapatkan pendampingan;
c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;

d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan

pelaporan;

e. mendapat nasihat hukum;

f. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; danI

Hak pelapor (whistle blouen, antara lain:

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf sehingga

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal5

23. Tim Reward dan Punishment (Tim R dan P) adalah

pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah melalui

Surat Keputusan yang bertanggung jawab atas

program kepatuhan Instansi dan memastikan bahwa

Pejabat dan Pegawai mematuhi peraturan dan

ketentuan yang berlaku serta perilaku organisasi

sesuai dengan Pedoman Perilaku Etika (Code of

Conduct) Aparatur Sipil Negara (ASN). 1'ugas Tim

Reward & Punishment membuktikan kebenaran dan

atau ketidakbenaran atas pengaduan yang

disampaikan pelapor melalui WBS. Tim Reward &

Punishment dapat bekerja sama dengan satu atau

lebih fungsi internal audit darr/atau eksternal auditor.

22. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang

selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang

bertugas dan berwenang untuk memberikan

perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi

dan Zatau korban.

Kabupaterr/Inspektorat Daerah yang bertugas

mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor
(whistle blouien,
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laporanmengadministrasikanb. mencatat dan

Pelanggaran; I

Dalam hal adanya Pelaporan pelanggaran, Inspektorat
wajib:

a. menenma laporan adanya dugaan tindak pidana

korupsi baik secara langsung maupun melalui

Saluran Pengaduan yang tersedia;

Pasal5B

a. Surat;

b. Website AplikasiBombana WBS;

c. Kotak Pengaduan;

d. Surat elektronik (email).

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 10 (sepuluh)

Pasal yakni Pasal SA, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal

5E, Pasal SF, Pasal 5G, Pasal 5H, Pasal sr, Pasal 5J yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal5A

(1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat

terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan

pertimbangan Tim Penerima Pengaduan, maka informasi
pegaduan . layak ditindaklanjuti minimal hams

memenuhi kriteria 3W (What, Where, When).

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data

empiris kasus sejenis dan/ atau berdasarkan informasi

lain yang mendukung laporanjpengaduan tersebut.

(3) Setiap Whistle Blower dalam menyampaikan pengaduan,

dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan

menyerahkan bukti pendukung.

(4) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung

disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang

berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten
Bombana atau melalui media:

g. jarninan Perlindungan Identitas, memberikan jaminan

kerahasiaan identitas dan keberadaan pelapor.
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Pasal5E
(1) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan

kepada Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

huruf c, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan

Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501
huruf d., dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan

a. penjatuhan hukuman disiplin;

b. pengemb~an kerugian keuangan negara atau

perekonomian negara;

c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian

Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia; dari/atau
d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B
huruf e dapat berupa:

Pasal 5D

Laporan Pelanggaran yang didukung dengan Bukti

Permulaan yang lengkap, dapat diteruskan kepada

penyidik setelah mendapat persetujuan dari Inspektur
Daerah.

Pasal5C

c. menganalisis laporan Pelanggaran untuk menentukan
tindak lanjut;

d. melakukan audit investigatif;

e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
f. membuat laporan berkala tentang penanganan
pelanggaran.
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Pasa15H

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (Whistleblowerj meminta

penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas

Japoran yang disampaikan, inspektorat Jenderal wajib!

dipandang perlu pada persidangan di Pengadilan.

(3) Inspektorat melaporkan kepada Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila

Pelapor Pelanggaran (Whistleblowerj mengalami

ancaman keselamatan jiwa.

(4) Inspektorat memberikan sanksi kepada Pejabat yang

terbukti menyalahgunakan jabatarr/wewenang untuk

kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran

sesuai dengan ketentuan berlaku.

(5) Inspektorat akan merekomendasikan pemulihan

nama baik bagi terlapor, bila tidak terbukti

melakukan Pelanggaran dan pemulihan nama baik

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

apabilaPelapor Pelanggaran (Whistleblowerj

Pasal5G

(1) Inspektorat wajib melindungi dan menjaga

kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran

(Whistleblowerj, memberikan perlindungan hukum

serta perlakuan yang wajar.

(2) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas

Pasal5F

Publikasi hasil pengelolaan Pelaporan merupakan

kewenangan Bupati.

Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5D huruf c dan huruf d

dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
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BERITADAERAHKABUPATENBOMBANATAHUN2021 NOMOR...

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, t ~<:>\I t¥l\bor 2021
EKRETARISDAERAHKABUPATENBOMBANA,

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, I ~otr0~e\ 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal II

memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada

Pelapor Pelanggaran (Whistleblower).

Pasal 51
(1) Pelapor Pelanggaran (Whistleblowerj yang telah

berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan
danjatau pemberantasan tindak pidana korupsi

berhak mendapat penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa piagam atau bentuk lain menurut

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal5J

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten

Bombana wajib menggunakan sistem Aplikasi Bombana

WBS (Whistle Blower Sistem) yang terintegrasi langsung

pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
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